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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

5.1.1 Penyerahan Perkara Dari KPK Kepada Kepolisian Merupakan 

Langkah Hukum Yang Tepat 

Penyerahan perkara tindak pidana korupsi kepada pihak kepolisian 

merupakan langkah hukum yang tidak tepat karena seharusnya sebuah 

perkara tindak pidana korupsi yang terjadi karena OTT antara KPK 

dan Kepolisian yang mana KPK telah melakukan penyelidikan. 

Dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan 

dengan penyelenggara negara seharusnya KPK yang menangani.  

Maka, seharusnya sesuai dengan pasal 50 ayat 3 dan 4 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi KPK yang menangani perkara korupsi jika KPK telah 

melakukan penyidikan bersama-sama dengan kepolisian karena hal 

tersebut sudah diatur didalam undang-undang yang mana lembaga 

penegak hukum harus mengikuti aturan yang ada pada undang-

undang. Namun jika melihat kedalam Undang-Undang KPK yang 

mana KPK dapat melakukan pelimpahan perkara kepada pihak 

kepolisian terdapat didalam pasal 11 Undang-Undang KPK jika 

perkara korupsi tersebut bernilai dibawah 1 Milyar Rupiah. Akan 

tetapi hal inipun harus ditinjau kembali apakah KPK sudah melakukan 

penyelidikan atau belum jika sudah maka pihak kepolisian tidak 

mempunyai kewenangan untuk melanjutkan penangan perkara 

tersebut. 
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5.1.2 Kepolisian Menolak Pelimpahan Perkara Yang Diberikan Oleh 

KPK 

Kepolisian adalah lembaga atau badan pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sehingga jika 

penyelidik mengetahui adanya perbuatan ataupun peristiwa yang 

melanggar hukum harus segera ditangani seuai dengan laporan yang 

ada. Sebelum dibentuknya KPK, Polri diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak 

pidana, yang diatur ataupun di luar KUHP, yang termasuk terhadap 

tindak pidana korupsi. Pasal 14 huruf a menyebutkan bahwa seluruh 

anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan 

hukum untuk melakukan penyelidik, penyidik pembantu dilarang 

untuk mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor atau pihak lain yang 

terkait dalam perkara, yang mana perbuatannya tersebut telah 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika 

mengenai apakah kepolisian boleh menolak pelimpahan perkara yang 

diberikan oleh KPK kepada kepolisian itu boleh jika kasus yang 

dilimpahkan kepada kepolisian menurut kepolisian harus ditangani 

instansi tersebut atau dapat dikatakan bahwa kasus tersebut tidak 

sesuai dengan tugas dan kewenangan yang harus dijalankan olleh 

kepolisian. Sehingga apabila ternyata instansi kepolisian menolak 

pelimpahan perkara yang diberikan tidak terdapat sanksi tegas yang 

mengaturnya jika adanya penolakan yang dilakukan oleh instansi 

kepolisian karena kepolisianpun berhak untuk menolak jika 

permasalaha tersebut bukan merupakan bagian penanganan dari 

Kepolisian. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Pemerintah pada awalnya membuat Undang-Undang KPK bertujuan 

agar setiap lembaga yang berwenang untuk menjalankan 

kewenangannya dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan 

terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat bekerja sama. Namun 

pada nyatanya terdapat permasalahan tekait hal tersebut sehingga 

seharusnya Undang-Undang KPK tersebut lebih dipertegas bahwa 

hanya KPK yang boleh menangani perkara tindak pidana korupsi yang 

berkenaan dengan penyelenggara negara karena jika terdapat pihak 

lain yang menjalani kewenangannya untuk melakukan penyidikan 

terhadap kasus tersebut akan menjadi sulit terselesaikan. Selain itu 

dalam melakukan sebuah koordinasi harus adanya aturan jelas apa 

saja syarat dalam melakukan koordinasi tersebut agar masyarakat 

mengetahui alasan-alasan jika perkara korupsi tidak ditangani 

langsung oleh KPK. 

5.2.2 Kepolisian sebagai lembaga badan pemerintahan yang bertugas 

memelihara keamanan harus menangani perkara dengan benar. Harus 

adanya aturan yang jelas jika kepolisian menolak pelimpahan perkara 

yang diberikan karena walaupun sudah adanya perjanjian antara 

instansi penegak hukum jika tidak adanya aturan yang jelas mengenai 

sanksi sehingga jika adanya penolakan pelimpahan hal tersebut akan 

diabaikan dan terdapat penolakan terhadap pelimpahan perkara hal 

tersebut akan membuat kasus yang akan dilimpahkan menjadi tidak 

terselesaikan jika tidak ada yang mau menangani ataupun hanya 

dilimpah-limpahkan saja tidak berjalannya proses tersebut. Tetapi jika 

sudah adanya aturan yang jelas mengatur mengenai sanksi apabila 

penolak pelimpahan perkara maka perkara yang ada akan berjalan 

dengan baik. 
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